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TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian

Istilah “perjanjian” apabila ditelaah dari sudut pandang civil law
system maka disebut dengan “overenkomst”, atau istilah yang sering disebut
dengan agreement yang merupakan istilah populer dari sistem hukum
common law. Kemudian sebatas pada lingkup sistem hukum yang diakui di
Indonesia, konsep hukum perjanjian memiliki ruang pembahasan yang lebih
luas daripada hukum perikatan yang mana hanya bertolak pada ketentuan di
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu perikatan
karena undang-undang dan perikatan karena suatu perjanjian.*

Menurut pandangan Subekti, konsep perikatan terdiri dari beberapa
pihak dimana terdapat pihak aktif (hak) dan pasif (kewajiban). Pihak yang
berkedudukan pasif (kewajiban) terdiri dari dua hal yaitu schuld dan haftung.
Schuld dalam arti yang sesungguhnya ialah berupa hutang yang mana hutang
tersebut merupakan suatu keharusan untuk melakukan prestatie, terlepas dari
adanya sanksi ataupun tidak. Sedangkan haftung lebih menekankan bahwa
kewajiban tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.?

Melihat konsep perikatan dan perjanjian tersebut maka sesungguhnya

sangat sulit sekali untuk membedakan karena secara terminologi keduanya

! Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata, Jakarta, Rajawali Pers., him. 179.
2 1bid.



tidak memiliki batasan yang begitu jelas. Terlepas dari perdebatan antara
perikatan dan perjanjian, lebih lanjut menurut Ahmadi Miru dan Sakka Patti®,
perjanjian terbagi menjadi dua bentuk yaitu perjanjian tertulis ataupun
perjanjian tidak tertulis.

Mengacu pada ketentuan pasal 1313 KUHPerdata maka pengertian
perjanjian dimuat secara eksplisit sebagai berikut;

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih.”

Kemudian beberapa ahli juga memiliki versi pemahamannya masing-
masing terkait dengan definisi perjanjian, hal ini karena banyak perdebatan
dan pertentangan terkait definisi yang termuat dalam pasal tersebut. R
Widjojo Prodjodikoro mengusung pengertian tentang perjanjian yang pada
dasarnya perjanjian itu merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta
benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk
menuntut pelaksanaan janji itu.* Sedangkan menurut Abdul Kadir

Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai

berikut:

“Bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan
mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk
melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”®

3 Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2013, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233
sampai 1456 BW, Jakarta, Rajawali Press., hIm.3.

4 R. Wiryono Projodikoro, 1993, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung, Sumur., him. 9.
5> Abdul Kadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti., him.



Jika pasal 1313 KUHPerdata di interpretasikan dan dikaji lebih
mendalam lagi, maka dalam suatu perjanjian pasti akan ditemukan tiga unsur
penting, yaitu adanya suatu perbuatan, sekurang-kurangnya dilaksanakan
oleh dua orang, dan akibat dari perjanjian tersebut akan menimbulkan sebuah
perikatan yang berlaku bagi para pihak yang bersangkutan (berjan;ji).

Bercermin dari tulisan Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, bahwa
perbuatan yang dimaksud tersebut adalah perbuatan yang nyata baik itu hanya
dalam sebuah ucapan ataupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam
berupa bentuk pikiran semata. Berlatar belakang dari hal tersebutlah sampai
saat ini kita kenal sebagai perjanjian konsensual, perjanjian formil dan
perjanjian riil.®

Sehubungan dengan itu R. Setiawan memberikan penjelasan
mengenai definisi perjanjian, bahwasanya perbuatan itu harus diartikan
sebagai perbuatan hukum yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.”’
2. Syarat-syarat Perjanjian

Adapun syarat-syarat sahnya untuk suatu perjanjian tersebut
ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.

®Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2002, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta,

PT. Raja Grafindo Persada., him. 7-8.

" R. Setiawan, 1997, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung, Bina Cipta., hlm. 49.



Subekti menggolongkan keempat syarat tersebut ke dalam dua bagian
menyangkut dua hal yaitu mengenai subyeknya (yang membuat perjanjian)
dan kedua mengenai obyeknya yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing.
Apabila tidak dipenuhinya syarat subyektifnya maka dapat dimintakan
pembatalan perjanjian kepada hakim, sedangkan jika syarat obyektifnya juga
dapat batal demi hukum (tanpa dimintakan pembatalan kepada hakim).®

Syarat mengenai subyek perjanjian harus memenuhi beberapa hal
sebagai berikut;®

a. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu
melakukan perbuatan hukum.

b. Adanya kesepakatan menjadi dasar pembuatan perjanjian atas
prinsip kebebasan menentukan kehendaknya (tanpa paksaan,
kekhilafan dan penipuan)

Sedangkan untuk syarat objektif sendiri telah ditentukan bahwa:

a. Apa yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak harus jelas
isinya mengenai kewajiban para pihak.

b. Para pihak membuat perjanjian tidak bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan dan ketertiban umum.©

3. Asas-asas Perjanjian

8 Subekti, 1986, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung, Alumni., him. 16.
® 1bid.
10 1hid.



Setiap subjek hukum yang melakukan suatu perjanjian yang telah
disepakati pasti akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban baru dari
masing-masing pihak. Akan tetapi dalam membuat suatu perjanjian, tidak
serta merta begitu saja perjanjian dapat dilaksanakan. Untuk mencegah
terjadinya cedera janji maka di dalam pembuatan suatu perjanjian dikenal

asas atau prinsipal yang harus dipegang oleh setiap subjek hukum yang ada.

Dalam hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang
merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa
asas tersebut meliputit?:

a  Asas Konsensual

Asas Konsesnsualisme memberikan batasan bahwa suatu perjanjian
terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Perjanjian lahir
setelah tercapainya kata sepakat (consensus) di antara para pihak. Perjanjian
ini tidak memerlukan formalitas lain lagi sehingga dikatakan juga perjanjian
ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam
bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja dan bukan
syarat untuk terjadinya perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian
konsensual.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat

penting dalam hukum perjanjian. Berlakunya asas kebebasan berkontrak

dalam hukum perjanjian di Indonesia antara lain dapat dilihat dari Pasal 1320

1 1bid.



ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya
suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikat
dirinya”, dan pada Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua
perjanjian yang dibuat secara sah
4. Subjek dan objek Perjanjian
Perjanjian merupakan sebuah peristiwa hukum yang tidak lepas dari
peran antara subjek dan objek dalam perjanjian tersebut, karena memang
subjek adalah bagian dari perjanjian yang menjadikan objek sebagai suatu
sebab terbitnya suatu kesepakatan dalam perjanjian. Berikut ini adalah tinjauan
umum mengenai subjek dan objek perjanjian:
a  Subjek perjanjian
Syarat minimal secara prosedural dalam pelaksanaan suatu perjanjian
harus ada dua orang atau badan hukum yang terlibat. Kemudian antara kedua
orang tersebut akan memangku peran dan kepentingan masing-masing Yyaitu
kreditur dan debitur, dengan terbentuknya dua istilah tersebut maka untuk
membedakan hak dan kewajiban dalam suatu perbedaan menjadi jelas, yang
mana kreditur mempunyai hak atas suatu janji dan debitur memiliki

kewajiban atas pelaksanaan janji.?

Terkait dengan kreditur, mengutip dari M. Yahya Harahap bahwa
kreditur terdiri darit?:

"1) Individu sebagai persoon bersangkutan, yaitu terdiri dari
natuurlijke person atau manusia tertentu dan rechts persoon

12 M. Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni., him 15.
13 Ibid., him. 15.



atau badan hukum. Jika badan hukum yang menjadi subjek,
perjanjian yang ditkat bernama “perjanjian  atas
nama”/verbintenis op naam, dan kreditur yang bertindak
sebagai penuntut disebut “tuntutan atas nama”.

Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan
kedudukan/hak orang lain tertentu: misalnya seorang bezitter
atas kapal. Bezitter ini dapat bertindak sebagai kreditur dalam
suatu perjanjian. Kedudukannya sebagai kreditur bukan atas
nama pemilik kapal inpersoon. Tapi atas nama persoon tadi
sebagai bezitter. Namun dalam status yang seperti ini perlu
diingat kualitas perjanjian dan kualitas hak harus
bersesuaian. Atas prinsip ini ada pendapat yang menyatakan
bahwa pergantian suatu hubungan hukum yang serupa tidak
mesti selamanya mengakibatkan peralihan atas semua hak
semula.

Persoon yang dapat diganti. Mengenai persoon kreditur yang
dapat diganti/vervangbaar, berarti kreditur yang menjadi
subjek semula telah ditetapkan dalam perjanjian, sewaktu-
waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditur yang
baru. Perjanjian yang dapat diganti ini dapat dijumpai dalam
bentuk perjanjian aan order atau perjanjian atas perintah.
Demikian juga dalam perjanjian aan toonder, perjanjian atas
nama atau kepada pemegang/pembawa pada surat-surat
tagihan hutang (schuldvordering papier).”

Tentang siapa-siapa yang dapat menjadi debitur, sama keadaannya

dengan orang-orang yang dapat menjadi kreditur, yaitu®*:

")

2

3

Individu sebagai persoon bersangkutan, yaitu terdiri dari
natuurlijke person atau manusia tertentu dan rechts persoon
atau badan hukum.

Seorang atas kedudukan/keadaan tertentu bertindak atas
orang tertentu.

Seorang yang dapat diganti menggantikan kedudukan debitur
semula, baik atas dasar bentuk perjanjian maupun izin dan
persetujuan kreditur.”

5. Jenis Perjanjian

14 1bid.



Perjanjian ataupun perikatan merupakan sebuah peristiwa yang tidak bisa
lepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Wujud dari suatu perjanjian adalah
timbulnya rasa percaya dari diri seorang individu terhadap individu lain yang
memiliki peranan dalam mewujudkan keinginannya. Untuk mencapai rasa
percaya dalam perjanjian, maka hal terpenting yang harus dipahami adalah
mengenai jenis perjanjian itu sendiri. Keberhasilan dari keinginan yang ingin
di sampaikan atau di tuangkan dalam dokumen perjanjian harus disesuaikan
dengan jenis perjanjian. Beberapa ahli hukum memiliki cara pandang yang
berbeda-beda dalam mengategorikan jenis-jenis dari perjanjian itu sendiri. J.
Satrio di dalam bukunya, menjelaskan bahwa terdapat lima macam jenis
perjanjian diantaranya adalah®s:

a. Perjanjian Timbal balik dan Perjanjian Sepihak

Bilateral Contract merupakan istilah lain dari perjanjian
timbal balik. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang pada
umumnya sering dijumpai di kalangan umum masyarakat, dimana
urgensi dari perjanjian ini adalah saling memenuhi antara hak dan
kewajiban antara pihak-pihak yang terkait.

Kemudian berkaitan dengan perjanjian sepihak, dapat
dicontohkan dalam perjanjian jual-beli. Dari sudut pandang
perjanjian sepihak maka setiap pihak hanya menerima satu peranan

dimana pihak yang satu memiliki kewajiban menyerahkan suatu

15 ], Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Bandung, Aditya Bhakti., him. 31.



benda sedangkan pihak lainnya berhak menerima benda yang telah
diberikan.
. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Atas Hak yang
Membebani

Ketika hanya ada satu pihak saja yang memperoleh
keuntungan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati maka
perjanjian ini disebut dengan perjanjian percuma. Kemudian, disisi
lain jika perjanjian itu membebankan suatu hak terhadapnya, dan
memiliki kemungkinan risiko ingkar janji yang cukup besar maka
untuk menjamin rasa kepercayaan dalam perjanjian tersebut harus
diadakan pembebanan atas suatu hak.
Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang menimbulkan
hak dan kewajiban yang sifatnya khusus dan terbatas. Pada
umumnya perjanjian ini dapat juga dikelompokkan ke ranah
perjanjian khusus. Berbeda dengan perjanjian tidak bernama,
perjanjian yang satu ini sifatnya lebih non limitatif dalam artian
bahwa jumlah dari apa yang diperjanjikan oleh para pihak
jumlahnya tidak terbatas.
. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligator

Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian yang bertujuan
untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Sedangkan

perjanjian obligator merupakan perjanjian yang menimbulkan



perikatan, dalam artian para pihak yang terkait dalam perjanjian
obligator memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Perjanjian obligator dan perjanjian kebendaan memiliki
keterkaitan antara satu sama lain, dengan adanya perjanjian
kebendaan maka tujuan dari apa yang telah disepakati dalam
perjanjian obligator dapat terlaksana. Hal tersebut menjadi penting
untuk diperhatikan, karena adanya unsur leverring (penyerahan)
berarti objek yang diperjanjikan adalah sesuatu objek yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Peranan perjanjian
kebendaan adalah untuk membuktikan bahwa realisasi atas
perjanjian itu dapat dikatakan sah menurut hukum.

e. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena
adanya kesepakatan terhadap kehendak (willingnes and witten)
antara para pihak yang terkait. Sedangkan perjanjian Real
merupakan perjanjian yang tidak hanya mendasarkan pada
kesepakatan kehendak saja melainkan juga harus ada tindakan nyata
terhadap penyerahan barang yang diperjanjikan.

6. Wanprestasi dan Akibatnya

Terminologi wanprestatie merupakan istilah yang diangkat dari bahasa
Belanda yang artinya adalah prestasi buruk. Wanprestasi merupakan istilah
yang sangat bertolak belakang dengan adanya kesepakatan dalam sebuah

perjanjian. Ketika ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai



dengan perjanjian maka ada kemungkinan bahwa salah satu dari para pihak
tidak dapat melaksanakan perjanjian tersebut, maka peristiwa ini disebut
dengan wanprestasi (ingkar janji).

Akibat hukum atas adanya wanprestasi ini, menurut Yahya Harahap
maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut atas pemenuhan perjanjian,
pembatalan perjanjian atau meminta sejumlah ganti rugi. Bahkan wujud ganti
rugi di sini bisa melampaui biaya sesungguhnya yang telah dikeluarkan. Hal
ini biasanya didasarkan pada hilangnya keuntungan yang sudah diprediksi oleh
kreditur (pihak yang dirugikan) apabila prestasi itu ditepati.

Namun permohonan ganti rugi atas suatu wanprestasi tidak serta merta
dapat diajukan begitu saja. Hal ini untuk menghindari adanya celah yang
dilakukan oleh debitur untuk menghindari gugatan semacam ini, sehingga ada
baiknya apabila kreditur membuat suatu pernyataan lalai'® secara tertulis dan
bila perlu melalui suatu peringatan resmi yang dibuat oleh juru sita
pengadilan.*’

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi
dalam suatu perjanjian, yaitu:

a. Karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan ataupun

kelalaian.

b. Karena keadaan memaksa, di luar kemampuan debitur (overmacht)*®

16 Terkait dengan pernyataan lalai lihat dalam pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata.

7 Hukum Online, 23 Desember 2006, http://www.hukumonline.com/berita/baca/
hol3616/perbuatan-melawan-hukum-danwanprestasi-sebagai-dasar-gugatan.

18 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Pada Umumnya, Jakarta, Rajawali
Persada., him. 69.



Sedangkan menurut J. Satrio, ia membedakan ada tiga kemungkinan

dalam hal terjadinya suatu wanprestasi, yaitu®:

a. Debitur sama sekali tidak berprestasi;

b. Debitur keliru berprestasi;

c. Debitur terlambat berprestasi

Namun bagaimana dasar atas penentuan bahwa debitur itu melakukan

ingkar janji. Menurut Subekti, menjelaskan bahwa seseorang dikatakan

wanprestasi apabila memenuhi keadaan-keadaan sebagai berikut?’:

"1_

2.

Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya
(tidak memenuhi kewajibannya)

Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak
sebagaimana yang dijanjikan.

Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
(terlambat memenuhi kewajibannya)

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
melakukannya (memenuhi tetapi tidak seperti yang
diperjanjikan).”

Wanprestasi ini ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak

terlaksananya prestasi sebagaimana yang diperjanjikan adalah di luar

kesalahannya, jadi wanprestasi itu terjadi karena debitur mempunyai

kesalahan.®

Akibat hukum atas terjadinya suatu wanprestasi adalah batalnya suatu

perjanjian. Namun tidak serta merta perjanjian itu batal begitu saja, terdapat

19 J.Satrio, Op. Cit., him. 122.
20 R, Subekti, 1981, Aneka Perjanjian. Bandung, Alumni., him. 57.

21 A. Qirom Syamsudin Meliala, 2005, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta
Perkembangannya, Yogyakarta, Liberty., him. 26.



beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan, kemungkinan
pilihan itu adalah sebagai berikut?:

a.  Pemenuhan perjanjian;

b.  Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;

c.  Gantirugisaja;

d.  Pembatalan perjanjian;

e.  Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Tuntutan seperti itu tidak lain bertujuan untuk melindungi kepentingan
dilindungi dalam tuntutan semacam ini semuanya tergantung pada bagaimana
sudut pandang peran dari subjek hukum tersebut. Karena dalam suatu
perjanjian adakalanya ia berperan sebagai kreditur namun dilain sisi ia juga
berperan sebagai debitur.

7. Hapusnya Perjanjian

Perjanjian akan berakhir apabila keinginan yang dikehendaki oleh para
pihak telah tercapai. Berakhirnya suatu perjanjian tidak hanya sebatas pada
sudah terealisasikan prestasi atau belum, melainkan juga karena disebabkan
oleh beberapa hal sebagai berikut?3:

a. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian. Misalnya Pasal

1250 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak membeli kembali tidak

22 Subekti, Op. Cit., him. 53.

23 Gunawan Widjaja, 2006, Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta., hlm. 387.



boleh diperjanjikan untuk suatu waktu tertentu yaitu tidak boleh lebih dari
5 tahun.

b. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya
peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir. Misalnya apabila salah
satu pihak meninggal dunia maka perjanjian akan menjadi hapus (Pasal
1603 KUH Perdata) yang menyatakan bahwa perhubungan kerja berakhir
dengan meninggalnya si buruh.

c. Karena persetujuan para pihak.

d. Pernyataan penghentian pekerjaan dapat dikarenakan oleh kedua belah
pihak atau oleh salah satu pihak hanya pada perjanjian yang bersifat
sementara.

e. Berakhirnya perjanjian karena putusan hakim.

f. Tujuan perjanjian sudah tercapai.

g. Karena pembebasan utang.

Tinjauan Umum Perjanjian Kredit
1. Tinjauan Umum Tentang Kredit
a. Pengertian Kredit
Credere merupakan bahasa romawi yang memiliki arti sebagai kredit
yang kemudian memiliki arti sebagai kredit. Terminologi kredit dalam
kehidupan sehari-hari merupakan kegiatan pemenuhan hutang yang dilakukan
secara berangsur. Lembaga Perbankan ataupun lembaga yang memiliki fungsi

yang sama, dalam kaitannya dengan kredit berarti bahwa lembaga tersebut



telah memiliki kepercayaan terhadap debitur bahwa ia akan mampu untuk
melunasi hutang kepada kreditur sesuai waktu yang telah diperjanjikan.?*

Kemudian di dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan disebutkan sebagai
berikut :

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga.”?

Menurut Gatot Supramono dalam bukunya yang berjudul Hukum
Perbankan dan masalah kredit menjelaskan sebagai berikut.

“Kredit sebagai penyediaan uang yang di lakukan oleh bank untuk di
pinjamkan kepada nasabahnya dengan menarik keuntungan berupa
bunga. Namun dalam rumusan itu kredit juga di artikan dengan tagihan
yang dapat di persamakan dengan penyediaan uang, lalu apa yang di
maksud dengan tagihan ? apabila yang di maksudkan adalah tagihan
bank kepada nasabahnya, menurut penulis tidak tepat karena pengertian
kredit lebih menunjuk pada perjanjian utang piutang bank dengan
nasabahnya, sedangkan tagihan adalah pelaksanaan perjanjian
tersebut.”?®

b. Unsur-unsur Kredit

Pelaksanaan kredit akan berjalan secara kooperatif apabila para pihak
saling mempercayai satu sama lain dan memiliki itikad baik yang tidak sebatas
pada mencari keuntungan melainkan juga untuk saling menanggung risiko.

Singkatnya bahwa kredit itu memiliki unsur-unsur seperti kepercayaan waktu,

24 Gatot Supramono, 2009, Perbankan dan Masalah Kredit : suatu Tinjauan di Bidang

Yuridis, Jakarta, Rineka Cipta., hIm. 152., lihat juga dalam Sentosa Sembiring, 2012, Hukum
Perbankan, Cet. 11, Bandung, CV. Mandar Maju., him. 148 dan Hermansyah, 2007, Hukum
Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta, Kencana., him. 57.

% pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 1 angka 12 UU No. 7 Tahun 1992

tentang Perbankan.

% Gatot Supramono, 2009, Op.Cit., him. 153.



tingkat risiko dan prestasi yang kesemuanya harus di tanggung dan disepakati

oleh masing-masing pihak, dengan penjelasan sebagai berikut?’

1)

2)

3)

4)

Kepercayaan

Kesepakatan dari suatu perjanjian bisa timbul karena adanya
kepercayaan. Khususnya dalam perjanjian kredit, kreditur merasa
bahwa suatu saat nanti debitur mampu untuk mengembalikan
prestasi dengan jumlah yang disepakati dan akan diterima di waktu
yang akan datang.

Waktu

Waktu (tempos) merupakan unsur objektif yang mengakibatkan
kapan kontra prestasi itu akan berakhir dan kapan ketika wanprestasi
itu bisa terjadi.

Degreee of Risk

Degree of Risk, timbul karena dalam perjanjian kredit terdapat suatu
risiko yang harus ditanggung oleh para pihak. Masing-masing harus
menyepakati dan memperkirakan risiko yang akan diterima,
khususnya bagi kreditur ia harus memperhitungkan dalam kurun
waktu tertentu apakah kontra prestasi dapat terpenuhi. Jadi
keberadaan degree of risk sangat terpengaruhi oleh lamanya waktu.

Prestasi

27 Muhammad Djumhana, 1996, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung, Citra Aditya.,

him. 231.



Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk

uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena

kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka

transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai

dalam praktik perkreditan.

5) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan unsur yang terakhir sebelum terjadi

kesepakatan dalam sebuah perjanjian. Tanpa adanya rasa percaya,

tidak mungkin rasanya perjanjian itu bisa menemukan sebuah

kesepakatan (konsensualisme).
c. Fungsi Kredit

Mengenai fungsi kredit, pada awal pengembangannya mengarah pada

fungsi merangsang kedua belah pihak (kreditur dan debitur) untuk saling
menolong dalam mencapai pemenuhan kebutuhan, baik dalam bidang usaha
maupun kehidupan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat
menunjukkan prestasi-prestasi yang lebih tinggi dari kemajuan usaha itu
sendiri. Bagi pihak yang memberikan kredit secara material harus mendapat
rehabilitasi berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan
objek kredit secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan membantu pihak

lain untuk dapat mencapai kemajuan.?®

28 Muhammad Djumhana, 2012, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung, PT. Citra
Aditya Bhakti., him. 423.



Dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, fungsi kredit antara lain

adalah sebagai berikut?® :

1.

4.

Meningkatkan daya guna usaha

Memberikan pinjaman uang kepada pengusaha yang memerlukan dana
untuk melangsungkan usahanya berarti mendayagunakan uang itu secara
benar.

Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Pemberian uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan
adanya alat pembayaran yang baru seperti bilyet giro, cek, wesel, dan lain
sebagainya. Ini berarti ada peningkatan peredaran uang giral. Pemberian
kredit uang dalam bentuk tunai juga meningkatkan daya guna peredaran
uang kartal.

Meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Para pengusaha di bidang industri memerlukan banyak modal untuk
membiayai usahanya. Sebagian dari pengusaha itu ada yang menggunakan
modal dari kredit (pinjaman). Dengan uang pinjaman itu mereka
menjalankan usaha membeli bahan baku yang kemudian memproses bahan
baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang itu meningkat.
Sebagai salah satu stabilisator ekonomi

Untuk meningkatkan keadaan ekonomi dari keadaan kurang sehat ke

keadaan yang lebih sehat, biasanya kebijakan pemerintah diarahkan kepada

29 |bid., him. 424,



5.

6.

7.

usaha-usaha untuk  memenuhi  kebutuhan pokok  masyarakat,
mengendalikan inflasi, dan mendorong kegiatan eksport.

Meningkatkan kegairahan usaha

Kemampuan para pengusaha untuk mengadakan modal sendiri bagi
usahanya sangat terbatas bila dibandingkan dengan keinginan dan peluang
yang ada untuk memperluas usahanya. Untuk itu pemberian kredit dapat
lebih meningkatkan kegairahan berusaha.

Meningkatkan pemerataan pendapatan

Para pengusaha dapat memperluas usahanya dengan bantuan modal dari
kredit bank. Biasanya perluasan usaha ini memerlukan tenaga kerja
tambahan. Hal ini sama saja dengan membuka kesempatan kerja, juga
membuka peluang pemerataan pendapatan.

Meningkatkan hubungan internasional

Bantuan kredit dapat diselenggarakan dalam negeri maupun luar negeri.
Perusahaan dalam negeri mempunyai kemungkinan untuk menerima
bantuan kredit dari bank atau lembaga keuangan luar negeri, demikian pula

sebaliknya.

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian Kredit

Menurut pandangan beberapa ahli yang tertulis dalam bukunya

Komariah, istilah perjanjian kredit masih didefinisikan dengan perikatan

hukum padahal sudah sangat jelas bahwa antara perikatan dan perjanjian itu



adalah sesuatu hal yang berbeda. Akan tetapi secara harfiah disebutkan bahwa
menurut VVon Savigny mengartikan perikatan hukum adalah hak dari seseorang
(kreditur) terhadap seseorang lain (debitur). Kemudian pengertian tersebut juga
dipertegas lagi oleh Subekti bahwa suatu perikatan adalah hubungan hukum
antara dua orang atau dua pihak dimana pihak yang satu berhak untuk menuntut
sesuatu hak dari pihak yang lain sedangkan pihak yang lain tersebut
berkewajiban memenuhi tuntutan itu.>°

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipal) yang bersifat riil.
Sebagai perjanjian prinsipal, maka perjanjian jaminan adalah assessornya-nya.
Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok.
Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan
uang oleh pihak bank kepada nasabah debitur.3!

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan
pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah Uang.
Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang
pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan
dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di per

janjikannya.3?

%0 Dijelaskan bahwa Pihak yang berhak menuntut sesuatu yang dinamakan kreditur atau si
berpiutang, sedang pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si
berpiutang, lihat. Komariah, 2013, Hukum Perdata, Cet. V, Malang, UMM Press., him.117.

31 Hermansyah, Op. Cit., him. 71.

32 Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup., him. 9.



b. Klausula Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang memang di fungsikan

untuk mengikat suatu utang piutang. Terdapat klausul-klausul standar yang

tidak terlepas dari unsur-unsur kepatutan serta asas umum hukum perjanjian

(itikad baik) yang harus diperhatikan dalam draft perjanjian kredit, diantaranya

adalah sebagai berikut3:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (predistribursment
clause), merupakan klausul yang mencantumkan mengenai
pembayaran provisi, premi asuransi kredit, penyerahan barang
jaminan, dokumen hingga pelaksanaan penutupan asuransi
barang jaminan

Klausul mengenai maksimum kredit (amount clause)

Klausul mengenai Jangka waktu Kredit

Klausul mengenai Bunga Pinjaman (interest Clause)

Klausul mengenai barang agunan kredit

Klausul Asuransi (insurance clause)

Klausul mengenai tindakan dilarang oleh bank (negative vlause)
Tigger Clause atau Opeisbaar Clause

Klausul Mengenai Denda (Penalty Clause)

10) Expence Clause, klausul ini mengatur mengenai beban biaya

dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit yang

biasanya dibebankan kepada nasabah dan meliputi, antara lain,

33 Muhammad Djumhana, Op.Cit., him. 444 — 447.



biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian
kredit, pengakuan utang dan penagihan kredit.

11) Debet Authorization Clause, pendebetan rekening pinjaman
debitur haruslah dengan izin debitur.

12) Representation and Waranties, mencantumkan mengenai
bahwa pihak debitur menjanjikan dan menjamin bahwa semua
data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar
dan tidak diputarbalikkan.

13) Klausul Ketaatan pada ketentuan Bank

14) Miscellaneous atau Boiler Plate Provision, mengenai pasal-
pasal tambahan

15) Dispute  Settlement (alternative  Dispute  Resolution),
mencantumkan mengenai perselisihan antara para pihak

16) Pasal Penutup

¢. Tujuan dan Fungsi Perjanjian Kredit
Salah satu tujuan yang sangat jelas dalam membuat perjanjian kredit
adalah untuk mencari keuntungan. Namun pelaksanaan perjanjian kredit
ternyata tidak hanya dilandaskan hanya pada keuntungan saja. Terdapat dua
fungsi pokok kenapa perjanjian kredit harus dilaksanakan, diantaranya adalah
1). Profitability, adalah bahwa setiap bank dalam memberikan pinjaman salah
satu tujuannya adalah untuk menarik keuntungan dari besaran bunga yang

telah ditetapkan.



2). Safety, untuk menjamin kelancaran dan keuntungan dalam bidang

perkreditan maka dibutuhkan suatu sistem keamanan yang dapat melindungi

para pihak, maka dari dibentuklah apa yang disebut dengan perjanjian

kredit.*

Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam bukunya Muhammad Djumhana,

perjanjian kredit memiliki beberapa fungsi diantaranya®®;

1)

2)

3)

Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya
perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau
tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya
perjanjian pengikatan jaminan.

Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-
batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan

monitoring.

d. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Ketika prestasi telah terpenuhi, maka secara otomatis perjanjian akan

berakhir. Akan tetapi di dalam perjanjian kredit berakhirnya suatu perjanjian

tidak sesederhana itu, pada prinsipnya perjanjian berakhir apabila telah terjadi

hapusnya perikatan dan suatu perikatan akan berakhir karena beberapa hal

sebagai berikut®:

3 M. Tohar, 1999, Permodalan dan Perkreditan Koperasi, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.,

him. 89.

3% Muhammad Djumhana, Op.Cit., him. 444.
36 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2005, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermasa, him.

64.



1)

2)

3)

4)

Pembayaran

Yang dimaksud dengan “pembayaran” di sini bukan hanya batas

pembayaran sejumlah uang, tetapi termasuk setiap tindakan, pemenuhan

prestasi,. Penyerahan barang oleh penjual, merupakan bentuk dari
pembayaran yang dilakukan oleh penjual. Penawaran pembayaran tunai
diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.

Pembaharuan hutang

Dalam Pasal 1413 KUHPerdata ada 3 macam jalan untuk melaksanakan

suatu pembaharuan hutang :

a) Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru
guna orang yang mengutangkannya, yang menggantikan hutang yang
lama yang dihapuskan karenanya;

b) Apabila seorang yang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan
orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari
perikatannya;

c) Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru
ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap si berpiutang
dibebaskan dari perikatannya.

Perjumpaan hutang atau kompensasi

Perjumpaan hutang atau kompensasi dengan jalan memperhitungkan utang

piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur merupakan suatu

cara penghapusan hutang.

Percampuran hutang



5)

6)

7)

8)

9)

Apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang
berutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi
hukum suatu percampuran hutang dengan mana utang-piutang itu
dihapuskan.

Pembebasan hutang

Pembebasan hutang terjadi apabila berpiutang menyatakan dengan tegas
tidak menginginkan lagi prestasi dari yang berhutang.

Musnahnya barang terutang

Musnahnya barang yang diperjanjikan akan menghapuskan perikatannya
selama musnahnya barang tersebut di luar kesalahan berutang.
Batal/pembatalan

Perjanjian yang kekurangan syarat objektifnya dapat dimintakan
pembatalan oleh orang tua atau wali dari pihak yang tidak cakap, atau oleh
pihak yang dalam paksaan atau karena khilaf atau tipu.

Berlakunya syarat batal

Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa “suatu syarat batal adalah syarat
yang apabila dipenuhi menghentikan perikatan, dan membawa segala
sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu
perikatan.” Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perikatan,
hannyalah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah
diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

Lewatnya waktu /daluwarsa



Menurut Pasal 1946 KUHPerdata yang dimaksud “daluwarsa adalah suatu
alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan
dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang
ditentukan oleh undang-undang”.
C. Tinjauan Umum mengenai Pembatalan Perjanjian
1. Hal atau Kondisi yang Menyebabkan Batalnya Perjanjian
Berkaitan dengan penyebab batalnya suatu perjanjian, landasan yuridis
yang mendasari permasalahan tersebut masih belum terkodifikasi secara
penuh. Menurut KUHPerdata, terdapat beberapa alasan yang dapat
dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut®’:
a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang
untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum;
b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat:
1) Perjanjian batal demi hukum, atau
2) Perjanjian dapat dibatalkan;
c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat;
d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar actio paulina;

e. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan

undang-undang.

87 Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan
Perjanjian, Jakarta, Nasional Legal Reform Program., him. 5.



2. Perjanjian Batal Demi Hukum (Null and Void; Nietig)

Apabila perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula tidak
pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan dengan demikian tidak pernah ada
suatu perikatan. Tujuan para pihak yang membuat perjanjian semacam itu,
yakni melahirkan perikatan hukum, telah gagal. Jadi, tidak ada dasar untuk
saling menuntut di muka hakim.3®

Perjanjian batal demi hukum, apabila disebabkan oleh hal-hal
sebagai berikut:*

a. Batal demi hukum yang dikarenakan syarat perjanjian formil tidak
terpenuhi

b. Syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi

c. Batal demi hukum yang dikarenakan perjanjian dibuat oleh orang yang
tidak berwenang melakukan perbuatan hukum

d. Terdapat syarat batal yang terpenuhi

3. Perjanjian Dapat di Batalkan (VVoidable atau Vernietigbaar)

Secara teoretik, terdapat perbedaan antara perjanjian yang batal demi
hukum dengan perjanjian yang dapat dibatalkan. Hal yang disebut terakhir ini
terjadi apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur subjektif untuk
sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu
kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan

hukum.*°

% 1bid., him. 6.

% 1bid., hIm. 6-19.
40 1bid.



Terkait dengan batalnya suatu perjanjian yang disebabkan oleh unsur-
unsur subjektif yang berkenaan dengan kesepakatan para pihak dan
kecakapan para pihak, maka perjanjian yang dapat dibatalkan dapat dibagai
ke dalam beberapa hal sebagai berikut:

a. Terdapat Cacat Kehendak terhadap pihak yang membuatnya.

Secara eksplisit, KUHPerdata tidak menerangkan terkait
dengan apa yang dimaksud dengan sepakat, melainkan terdapat
beberapa pasal yang mengatur mengenai suatu keadaan yang dapat
menghalangi kesepakatan tersebut sehingga perjanjian itu menjadi
cacat hukum dan terancam dapat dibatalkan. Lebih tepatnya, keadaan
tersebut termuat di dalam pasal 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1328
KUHPerdata.

Cacat kehendak artinya “bahwa salah satu pihak sebenarnya
tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan
telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat
kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata
tidak benar.*? Cacat kehendak (wilsgebreken atau defect of consent)
adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak
atau perjanjian. Cacat kehendak ini adalah tidak sempurnanya kata
sepakat. Apabila kesepakatan mengandung cacat kehendak, memang

tampak adanya kata sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasar

41 H.R. Daeng Naja, 2009, Pengantar Hukum Bisnis, Yogyakarta, Pustak Yustisia., him.



kehendak bebas. Cacat kehendak ini terjadi pada periode atau fase
prakontrak.*?

Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut “Tiada
suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena
kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Hal tersebut
dipertegas dengan tulisannya Abdul Kadir Muhammad, yang menjelaskan
bahwa tidak ada kekhilafan atau kekeliruan apabila salah satu pihak tidak
khilaf mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting mengenai objek
perjanjian atau mengenai orang dengan siapa perjanjian itu diadakan.*®

Akan tetapi sebaliknya dalam pasal 1322 ayat (1) dan (2),
menjelaskan bahwa kekeliruan atau kekhilafan tidak mengakibatkan suatu
perjanjian, kecuali apabila kekeliruan itu mengenai hakikat benda yang
menjadi pokok perjanjian, atau mengenai sifat khusus diri orang dengan
siapa diadakan perjanjian.

Kemudian terkait dengan cacat kehendak yang lainnya yaitu
apabila dalam kesepakatan dalam suatu perjanjian terdapat unsur paksaan
dan penipuan. Hal tersebut termuat dalam pasal 1323 s/d 1325
KUHPerdata yang menyebutkan mengenai unsur paksaan. Tentang
paksaan dalam KUH Perdata adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani,

atau suatu situasi dan kondisi di mana seseorang secara melawan hukum

42 Ridwan Khairandy, 2013, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan
(Bagian Pertama), FH UlI Press, Yogyakarta., him 217.

43 Abdul Kadir Muhammad, 1993, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Citra Aditya
Bakti., him. 229-340.



mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum
sehingga orang yang berada di bawah ancaman itu berada di bawah
ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuannya dengan tidak secara
bebas. Ancaman itu menimbulkan ketakutan sedemikian rupa sehingga
meskipun kehendak orang yang diancam itu betul telah dinyatakan,
kehendak tersebut menjadi cacat hukum karena terjadi akibat adanya
ancaman. Tanpa adanya ancaman, kehendak itu tidak akan pernah
terwujud. Paksaan juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang sebenarnya
tidak berkepentingan dalam perjanjian tersebut.**

Kemudian, di dalam pasal 1328 menyebutkan mengenai perjanjian
yang didasari atas unsur penipuan. Penipuan umumnya terjadi apabila
terdapat perbuatan yang secara sengaja untuk memberikan keterangan
yang tidak sebenarnya dan disertai dengan akal cerdik atau tipu muslihat
guna untuk membujuk pihak lawan agar memberikan persetujuan atas
suatu perjanjian.45 Herlien Budiono juga menjelaskan bahwa penipuan
terjadi tidak saja jika suatu fakta tertentu dengan sengaja disembunyikan
atau tidak diungkap, tetapi juga bila suatu informasi yang keliru sengaja
diberikan, atau bisa juga terjadi dengan tipu daya lainnya.*®

Akibat hukum bagi perjanjian yang dibuat karena adanya cacat

pada kehendak pihak yang membuatnya sehingga tidak ada kata sepakat,

4 Elly Erawati, Op.Cit., him.17.
% Ibid.
46 |bid.



adalah dapat dibatalkan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1449
KUH Perdata yang menegaskan bahwa “Perikatan yang dibuat dengan
paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk
membatalkannya”. Kalimat terakhir pasal itu, yaitu ‘menimbulkan
tuntutan untuk membatalkannya’ menunjukkan bahwa perjanjian yang
cacat pada kehendak pihak-pihak yang membuatnya tidak otomatis batal
demi hukum atau batal dengan sendirinya, tetapi menjadi batal apabila ada
penuntutan untuk membatalkannya.*’
b. Perjanjian Dibuat oleh Orang yang Tidak Cakap Melakukan
Tindakan Hukum

Orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap, dilarang
melakukan tindakan hukum termasuk membuat perjanjian.*® Terkait
dengan tidak cakap hukum maka di dalam pasal 1330 KUHPerdata
menyebutkan sebagai berikut:

“Tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah

a. orang-orang yang belumdewasa;
b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan”.

Akibat hukum bagi perikatan yang ditimbulkan dari perjanjian
yang dibuat oleh mereka yang tidak cakap hukum, diatur dalam Pasal 1446
yang menyatakan bahwa

“(1) Semua perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum

dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan
adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh

4" 1bid., hlm. 18.
“8 1bid., him. 19.



atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas
dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya;

(2) Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh
anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan
orang dewasa, tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut
tidak melampaui batas kekuasaan mereka”.

Terkait dengan ayat 1 dalam pasal 1446 KUHPerdata, terdapat
beberapa selisih pendapat akan klausul “batal demi hukum”. Menurut
pendapat Subekti, ia menyatakan bahwa

“Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif, tidak begitu
saja dapat diketahui oleh Hakim jadi harus dimajukan oleh
pihak yang berkepentingan, dan bila dimajukan kepada Hakim
mungkin sekali disangkal oleh pihak lawan sehingga
memerlukan pembuktian. Oleh karena itu maka dalam halnya
ada kekurangan mengenai syarat subjektif, oleh undang-undang
diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, apakah ia
menghendaki pembatalan perjanjiannya atau tidak.”*

Jadi memang seharusnya perjanjian yang seperti itu akibat
hukumnya seharusnya bukan batal demi hukum melainkan dapat
dibatalkan. Karena memang pendapat para ahli tersebut searah dengan
ketentuan yang termuat dalam pasal 1331 KUHPerdata yang
menyebutkan bahwa,;

“Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu
dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh
menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam
hal kuasa itu tidak dikecualikan oleh UU. Orang-orang yang
cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat
mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan anak-anak
yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah
pengampuan, dan perempuan-perempuan yang bersuami”.

49 Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermesa., him. 22. Lihat juga dalam Herlian
Budiono, 2009, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan,
Bandung, PT. Citra Aditya Bakti., him. 147.



Pada dasarnya, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi baik itu
dibuat oleh pihak yang tidak cakap hukum atau karena tidak adanya
kehendak bebas atau kesepakatan maka semuanya tergantung kepada
para pihak yang bersangkutan. Apabila para pihak tetap menerima
keadaan tersebut maka perjanjian tetap berlanjut dan sebaliknya jika
salah satu pihak tidak menerima keadaan tersebut maka pihak yang
bersangkutan harus mengajukan permohonan pembatalan perjanjian,
karena memang perjanjian semacam ini selalu terancam dengan suatu
pembatalan.

D. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian
Kredit

Perjanjian yang telah disepakati dapat dibatalkan apabila mengandung cacat
kehendak. Di dalam terminologi lama, cacat kehendak yang termuat dalam Pasal
1321 KUHPerdata meliputi kesesatan atau kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang
atau bedreigning), dan penipuan (bedrog).°

J. Satrio menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat
dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan, yaitu pada waktu menutup
perjanjian salah satu pihak berada posisi yang terjepit, baik dikarenakan oleh
keadaan ekonomis yang menekan; kesulitan keuangan yang mendesak atau; adanya
hubungan atasan-bawahan; keunggulan ekonomis pada salah satu pihak; hubungan
majikan buruh; orang tua/wali anak belum dewasa ataupun; adanya keadaan lain

yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter

%0 Yenni Triana, Op.Cit., him. 2.



ahli; dan perjanjian tersebut mengandung hubungan prestasi yang tidak seimbang
seperti pembebasan majikan dari menanggung risiko dan menggesernya menjadi
tanggungan si buruh; dan kerugian yang besar bagi salah satu pihak.>!

Menurut Niewenhuis, menyatakan terdapat 4 (empat) syarat-syarat adanya
penyalahgunaan keadaan. Pertama, keadaan-keadaan istimewa (bizondere
omstendigheden) seperti: keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang
kurang waras dan tidak berpengalaman. Kedua, suatu hal yang nyata (kenbaarhedi).
Salah satu pihak mengetahui atau semistisnya mengetahui bahwa pihak lain karena
istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian. Ketiga,
penyalahgunaan (misbruik), salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu
walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak
melakukannya. Keempat, hubungan klausul (causaal verband), penting bahwa
tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup, dalam
artian unsur-unsur sebelumnya memiliki hubungan sebab dan akibat hingga
akhirnya suatu perjanjian tersebut disepakati.>?

Penyalahgunaan keadaan ini dapat mengakibatkan suatu perjanjian tidak
mempunyai kekuatan hukum, kalau perjanjian itu diadakan dengan bertolak dari
suatu penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik dan penggunaan
keadaan yang mengakibatkan pihak lawan tidak dapat mengambil putusan yang

bersifat independen.

51 Satrio, J., 1992, Hukum Perjanjian, Jakarta, Liberty., him.164.
52 Yenni Triana, Op.Cit., him. 12.



Batalnya suatu perjanjian karena penyalahgunaan keadaan sama sekali tidak
mutlak adanya satu taraf tertentu atau satu bentuk tertentu dari hal yang merugikan
itu. Dirugikannya salah satu dari pihak-pihak hanya merupakan salah satu dari
faktor-faktor yang di samping semua keterangan-keterangan lain seperti sifat dari
keadaan-keadaan yang digunakan cara berlangsungnya penggunaan itu dan
hubungan antara pihak-pihak menentukan apakah perjanjian itu bertolak satu sebab
yang bertentangan dengan moralitas yang baik.>?

Kemudian apabila Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden)
di lihat dari sistem hukum Belanda NBW, maka konsep penyalahgunaan keadaan
ini sudah termuat di dalam sistem hukum belanda tepatnya di dalam pasal 44 yang
pada dasarnya menyebutkan bahwa seorang dianggap melakukan suatu misbruik
van omstandigheden apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa
orang lain telah melakukan suatu perbuatan hukum tertentu karena orang itu berada
dalam keadaan-keadaan yang khusus, seperti berada dalam keadaan yang sangat
membutuhkan, berada dalam keadaan ketergantungan, berada dalam keadaan
kecerobohan, memiliki kondisi mental yang abnormal, atau tidak mempunyai
pengalaman, dan ia telah menganjurkan perbuatan hukum itu oleh orang lain,
meskipun hal yang diketahui atau hal yang seharusnya diketahui itu seharusnya
mencegah ia untuk menganjurkan orang lain itu berbuat yang demikian.>*

Dengan demikian, akibat dari munculnya doktrin penyalahgunaan keadaan

yang saat ini di Indonesia sendiri baru hanya sebatas yurisprudensi, maka salah satu

>3 Ridwan Khairandy, Op.Cit., him. 84-85.
% Ibid., him. 124.



unsur dari cacat kehendak adalah penyalahgunaan keadaan terlepas dari unsur-
unsur cacat kehendak yang lainnya.®

Namun seiring berjalannya waktu, ternyata terdapat banyak perselisihan yang
menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan (undue influence / misbruik van
ombstandigheden) tidak dapat dipersatukan dengan unsur-unsur penyalahgunaan
keadaan, sehingga secara faktual cacat kehendak tidak dapat dipergunakan sebagai
dasar terhadap pembatalan perjanjian meskipun diketahui bahwa perjanjian tersebut
mengandung ketidakadilan.

Lantas bagaimana posisi sesungguhnya penyalahgunaan keadaan ini, apakah
mungkin bisa dikatakan sebagai unsur suatu kausa yang diperbolehkan seperti
halnya yang termuat di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Mengenai permasalahan ini
kemudian terdapat beberapa ahli yang berpendapat yang mengkaji permasalahan
penyalahgunaan keadaan yang disandingkan dengan sebab kausa yang
diperbolehkan / halal.

Menurut Prof. Mr. JM. Van Dunne dan Prof. Mr. Gr. Van Den Burght
mengajukan beberapa pendapat sebagai berikut:

“Dalam ajaran hukum, pengertian tentang sebab ini diartikan sedemikian

sehingga perjanjian berhubungan dengan tujuan atau maksud bertentangan

dengan undang-undang, kebiasaan yang baik atau ketertiban. Pengertian

“sebab yang tidak dibolehkan”, itu, dulu dihubungkan dengan isi perjanjian.

Pada penyalahgunaan keadaan tidaklah semata-mata berhubungan dengan apa

yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan

yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan
satu pihak tanpa cacat.”®®

55 Unsur-unsur cacat kehendak sesungghnya termuat di dalam pasal 1321 KUHPerdata
yaitu kesesatan/kekhilafan, paksaan dan penipuan. Abdul Kadir Muhammad, 1993, Op.Cit., him.
229-230.

% Van Dunne, Diktat Khusus Hukum Perikatan, alih bahasa oleh Sudikno Mertokusumo,
dalam Henry P. Panggabean, 2001, Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van Ombstandigheden)



Begitu pula menurut Prof. Choen di dalam Hendry P. Pangabean bahwa pada
dasarnya menyatakan kurang tepat jika penyalahgunaan keadaan disamaartikan
atau di setarakan keberadaannya dengan kausa yang tidak halal (ongeoorloofde
oorzak), karena karakter dari kausa yang tidak halal sudah cukup berbeda dengan
penyalahgunaan keadaan, karena memang pada dasarnya tidak berkaitan dengan
kehendak yang cacat. Meskipun di dalam suatu gugatan perdata terkait perjanjian
tidak mencantumkan terkait dengan kausa yang tidak halal, hakim memiliki
kewajiban secara ex officio untuk mempertimbangkannya. Hal ini pun jelas bereda
dan menjadi bertolak belakang jika Kita kaitkan dengan suatu kehendak yang cacat
(wilsgebrek), karena pernyataan batal atau pembatalan perjanjian itu hanya akan
diperiksa oleh hakim kalau didalilkan oleh yang bersangkutan.®’

Oleh karenanya, melihat konstruksi hukum yang terbentuk antara
penyalahgunaan keadaan dengan kausa yang halal dan cacat kehendak. Maka akan
lebih tepat apabila penyalahgunaan keadaan merupakan satu kesatuan dengan cacat
kehendak. Hal ini didasarkan pada apabila terdapat suatu kasus yang berkaitan
dengan perjanjian yang mengakibatkan salah seorang dirugikan untuk menuntut
pembatalan suatu perjanjian, maka gugatan yang mendasarkan pada
penyalahgunaan keadaan harus terjadi pada suatu tujuan tertentu dan penggugat
harus mendalilkan bahwa perjanjian tersebut sesungguhnya tidak dikehendaki

dalam bentuk yang sedemikian rupa.®

sebagai alasan (Baru) untuk pembatalan perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda,
Yogyakarta, Liberty., him. 42.

" 1bid., him. 43.
%8 1bid., him. 44.



Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan
bagian dari suatu kehendak yang cacat dalam pembuatan perjanjian, yang memang
pada hakikatnya lebih sesuai dengan penyalahgunaan itu sendiri, sehingga
keberadaannya tidak berhubungan dengan syarat objektif perjanjian, melainkan
mempengaruhi syarat-syarat subjektif.

Perbuatan penyalahgunaan keadaan menurut VVan Dunne dibedakan menjadi
dua penyebab yakni karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan.
Adapun persyaratan dari masing-masing keunggulan tersebut adalah®®;

1. Syarat penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomis:

a. Adanya keunggulan ekonomis terhadap pihak lain.

b. Perjanjian itu diadakan dalam keadaan terpaksa.

2. Syarat penyalahgunaan keadaan keunggulan kejiwaan:

a. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti
hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami
istri, dokter pasien, pendeta jemaat, hubungan antara sesama
pedagang dan lain-lain.

b. Adanya penyalahgunaan keadaan terhadap jiwa istimewa kepada
pihak lain, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman,
terhadap barang yang dijadikan objek perjanjian, gegabah kurang

pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan sebagainya.

% Ibid.



E. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Hoge Raad di tahun 1919 masih mengartikan perbuatan melawan hukum
secara sempit, yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang
timbul dikarenakan undang-undang atau setiap perbuatan yang bertentangan
dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.
Kemudian pengertian tersebut menjadi semakin meluas semenjak keluarnya
putusan Hoge Raad tanggal 31 Juni 1919 dalam perkara Lindebaum melawan
Cohen, yang pada saat itu juga Hoge Raad memberi pertimbangan bahwa “dengan
perbuatan melawan hukum (onrecht matighedaad) diartikan suatu perbuatan atau
kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan
kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan, baik
pergaulan hidup dengan orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya
sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain,
berkewajiban membayar ganti kerugian.”®°

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 s/d
Pasal 1380 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada
Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

% Moegni Djodjo Dirjo, 1982, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Paradnya Paramita.,
him. 25-26.



Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu
kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau
mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian
yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban
dengan suatu gugatan yang tepat.®!

Menurut R Wirjono Prodjodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan
sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan
keguncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat yang secara luas
meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan
yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.®?

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Untuk mengetahui suatu perbuatan dalam suatu perjanjian dapat dikatakan
sebagai perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai
berikut:

1. Adanya suatu perbuatan, yaitu suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh
perbuatan si pelakunya. Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak
ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur “causa yang

diperbolehkan” sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.%?

1 Munir Faudy, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
him. 3.

62 R. Wirdjono Prodjodikoro, 1994, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung, Sumur., him
13.

63 Syahrul Machmud, 2008, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter
yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Bandung, Mandar Maju., him. 185.



2. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak
subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si
pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.®*

3. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara®® :

1) Objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu
manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya
akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk
berbuat atau tidak berbuat.

2) Subyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat
berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari
perbuatannya
Unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum tidak membeda-

bedakan apakah kesalahan tersebut timbul karena kesengajaan (opzet-doluz)

atau kesalahan karena kurang hati hati/kealpaan (Culpa). Hal ini dapat dilihat

di dalam pasal 1365 KUHPerdata, sehingga apabila demikian hakim harus

dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang

dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum
guna memperoleh putusan ganti kerugian yang seadil-adilnya.

Perlu digaris bawahi bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan
hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya , karena seseorang

yang dalam artian tidak cakap atau dalam keadaan khusus tidak mengerti

® Ibid., hIm. 185.
% 1bid.



tentang apa yang dilakukannya tidak wajib membayar ganti rugi. Sehingga

terkait dengan adanya kesalahan tersebut terdapat dua kemungkinan sebagai

berikut:

a) Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya
kerugian. Dalam artian bahwa kecuali apabila orangnya yang dalam
keadaan kerugian tersebut juga dalam keadaan melakukan kesalahan atas
timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan
kepadanya kecuali apabila perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan
dengan sengaja.

b) Kerugian tersebut timbul karena perbuatan dari beberapa orang, sehingga
perbuatan yang menyebabkan kerugian tersebut dapat dituntutkan masing-
masing kepadanya.

4. Setiap perbuatan melawan hukum harus ada kerugian yang ditimbulkan
karenanya. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum
biasanya terbagi ke dalam kerugian materiil dan idiil.®®

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Untuk menentukan
hubungan ini maka terdapat dua teori yang dikenal yakni;®’

1) Condition sine qua non, berdasarkan teori ini apabila seseorang melakukan
perbuatan hukum dan nyata-nyata menimbulkan kerugian (yang dianggap
sebagai sebab daripada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang

harus ada untuk timbulnya akibat).

% 1bid., him. 186.
%7 1bid.



2) Addequate veroorzaking, berdasarkan teori ini batasan atas pertanggung
jawaban dari si pembuat adalah hanya sebatas yang hanya dapat

diharapkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum.






	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
	1. Pengertian Perjanjian
	2. Syarat-syarat Perjanjian
	3. Asas-asas Perjanjian
	4. Subjek dan objek Perjanjian
	5. Jenis Perjanjian
	6. Wanprestasi dan Akibatnya
	7. Hapusnya Perjanjian

	B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit
	1. Tinjauan Umum Tentang Kredit
	a. Pengertian Kredit
	b. Unsur-unsur Kredit
	c. Fungsi Kredit

	2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit
	a. Pengertian Perjanjian Kredit
	b. Klausula  Perjanjian Kredit
	c. Tujuan dan Fungsi Perjanjian Kredit
	d. Berakhirnya Perjanjian Kredit


	C. Tinjauan Umum mengenai Pembatalan Perjanjian
	1. Hal atau Kondisi yang Menyebabkan Batalnya Perjanjian
	2. Perjanjian Batal Demi Hukum (Null and Void; Nietig)
	3. Perjanjian Dapat di Batalkan (Voidable atau Vernietigbaar)
	a. Terdapat Cacat Kehendak terhadap pihak yang membuatnya.
	b. Perjanjian Dibuat oleh Orang yang Tidak Cakap Melakukan Tindakan Hukum


	D. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Kredit
	E. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum
	1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum
	2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum



